KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 345/KPA.W17-A6/KP.021/V/2026

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani (WBBM) untuk menciptakan birokrasi
pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan
secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk menggerakan birokrasi pemerintahan yang
profesional diperlukan Agen Perubahan yang dapat
mengubah pola pikir dan budaya kerja di Pengadilan
Agama Bontang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangkan sebagaimana huruf a
dan huruf b, maka pegawai yang namanya tercantum
dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan
memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Agen
Perubahan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Agama Bontang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentan
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Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di
Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 27 tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Agen Perubahan;

9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Implementasi Core Values dan Employer Branding
Aparatur Sipil Negara;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor
2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-
Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi Employer Branding
Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor 26/KPA.W17-A6/KP.021/1/2026 tentang Penetapan
Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani Pengadilan Agama Bontang Tahun 2024;

KEDUA : Menunjuk nama yang tersebut di bawah ini sebagai Agen
Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) pada Pengadilan Agama Bontang Tahun
2025: Grace Ramayani Effendi, A.Md. NIP.
19980107.2022.03.2.010 Jabatan Pengelola Penanganan
Perkara;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. ]




KETIGA : Agen Perubahan sebagaimana yang dimaksud Diktum Kedua
memiliki peran sebagai:

1. Sebagai Katalis yang bertugas memberikan keyakinan
kepada seluruh pegawai di Pengadilan Agama Bontang
masing-masing tentang pentingnya perubahan Pengadilan
Agama Bontang menuju kearah yang lebih baik.

2. Sebagai Penggerak Perubahan yang bertugas mendorong
dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi
dalam perubahan menuju ke arah Pengadilan Agama
Bontang menuju ke arah yang lebih baik.

3. Sebagai Pemberi solusi yang bertugas memberikan
alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di
Pengadilan Agama Bontang yang menghadapi kendala
dalam proses berjalannya perubahan Pengadilan Agama
Bontang menuju Pengadilan Agama Bontang yang lebih
baik.

4. Sebagai Mediator yang bertugas membantu memperlancar
proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang
muncul dalam penerapan Zona Integritas/Reformasi
Birokrasi menuju WBK dan WBBM di lingkungan
Pengadilan Agama Bontang terkait dalam proses
perubahan dan penyebaran inovasi.

5. Sebagai Penghubung yang bertugas menghubungkan
komunikasi dua arah antara pegawai di Pengadilan Agama
Bontang dengan para pengambil keputusan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal 25 Mei 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

. Ditandatangani secara elektronik oleh
A KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

' KHALISHATUN NISA %
NIP. 198608302009042005 ’ Eiektronik

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda,;

Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
Para Koodinator Pembangunan Pengadilan Agama Bontang;

Seluruh Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
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